
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI J AWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR 6 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERTANG UNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARA E NDAPATAN 

Menim b g 

Mengin at 

N BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2 2 

DENGAN RAHMAT TUHA YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksan akan e entuan Pasal 320 U dang­
Undang Nomor 23 T hun 2014 tentang e erintah n Daerah 
sebagaimana telah di bah b berapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nom or 1 Tah n 2022 t ntang H bungan 
Keuangan ar Pe erintah Pusat dan Pemerintah n Daerah, 
p Iu m enetapkan Pera u ran Daera tentang 

er a ggun gja ab Pe lak An aran n a p tan dan 
Bel ja Daerah Tahu Anggaran 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Und g Dasar Negara Republik 
Indo esia Tahun 94 5; 

2 . nda g-Un n Nomor 14 T h u n 9 0 g Pemben-
D e ah- a erah a bupate D am Li gkungan 

ar a rit a Nega ra a gg Agustus 
bagaimana tela d iubah d ngan U dang-Undang 

Nomor 4 Tahu 1968 te t n g P m entu an Kabupaten 
Purwakar a dan Kabupaten u ang denga n Mengubah 
Undan g-Un dang Nom or 14 Tah n 1950 tentang 
Pembent kan ae ah-Daera Kabupate Dalam Lingkungan 
Propinsi j awa Barat ( emb an Negara Republik Indonesia 
Tahun 968 Nomor 31, mbahan Lembaran Negara 
Republik Indo esia No or 2851); 

3. Undang-Undang N mor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
ten tang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2002 Nomor 
137, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4250); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang K u gan 
Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahu 2 03 
Nomor 47 Tambaha n Lembaran Negara Republik In on esia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahu 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas istem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coro a Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam )angka 
Meng dapi Ancaman yang Membahayakan Pereko omian 
Na ional danl atau Stabilitas Sistem Keuangan; 

6. Un dang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

tentang 
epublik 

Indone ia Tahun 2004 Nomor 5, Tam bahan L mbaran 
Negara Republik Ind onesia Nom or 4355) sebagai a a telah 
diubah denga n Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Un dang Nom or 1 Ta hun 2020 tentang Kebijakan euangan 
Nega a dan Stabilitas Sistem Keuangan u ntu Pe anganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19 dan I atau 
da lam Rangka Menghadapi Ancaman yang Mem bahayakan 
Perekonomian Nasional dan I atau Stabilitas Sistem 
Keuangan; 

7. Un dang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Un dang Nomor 1 
ahun 2022 tentang Hubungan Keuan gan An tara 

Pem erintah Pus a t dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , Ta bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ; 

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admi is t rasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesi T un 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara epublik 
Indonesia Nomor 56 0 1) sebagaimana telah diubah engan 
Undang-Un dang Nom or 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lem baran Negara Republik Indone ia Nomor 
657 ); 

13. Pera u an Pemerintah Nomor 109 Tah n 20 0 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Waki! Kepala 
Daera h (Lembaran Negara Republik Indonesia h n 2000 

omor 2 10, Tambahan Lembaran Negara Republik I donesia 
Nomor 4 28); 

14 . Pe a turan Pem erin ta h Nomor 23 Tahun 20 5 tentang 
Pe gelo aan Keuangan Ba dan Layanan Urn m (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Ta h u n 2005 N mor 48, 

ambahan Lembaran Negara Repub lik Indon es ia Nomor 
4502), sebagaiman a telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahu n 2012 ten tang Perubahan Atas 
Pe aturan Pemerintah Nomor 23 Tahu n 2005 ten tang 
P ngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 , 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
56 Tahun 2005 ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lerrlbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Nega rajDaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan 
Lembaran egara Repu blik Indonesia Nomor 4738); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Ba ntuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lem bara n Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Ta bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 9 72), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir en gan 
Peraturan Pemerin tah Nomor 1 Tahun 2018 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepad a Partai 
Politik (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahu n 2018 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik In oneSla 

omor 61 77); 

19 . P a turan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten a n Hibah 
Daerah Lembaran Negara Republik In do esia Ta h 2012 
Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272 ; 

20. Peraturan Pemerin tah Nomor 2 7 Tahu n 2014 tentang 
Pengelo aan Barang Milik Negara j Daerah (Lembara Negara 
Republi In on esia Tahu n 20 14 Nomor 9 2 , Ta mbahan 
Lem baran Negara Republik Indon esia Nomor 5533), 
sebagaimana telah diuba h dengan Peraturan Pemerintah 

omor 28 Tahu n 2020 ten tang Perubahan atas Peraturan 
Pem er intah Nomor 27 Tahun 201 4 ten tang engelolaan 
Barang Milik Negara jDaerah (Lem baran Negara Republik 
Ind onesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 
N gara Republik Indon esia Nomor 6 523) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Des a (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

23. Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20 18 tentang 
Pinjaman Daerah (Lemba ra n Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rep u blik 
Indonesia Tahun 201 9 Nomor 42, Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indon esia Nomor 6322); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
N gara Republik In donesia Tahun 2019 Nom or 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323); 

27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
P ngadaa n Barangj Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), seba aimana 

la diu ah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
202 1 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pre s id N mor 16 
Tahun 201 8 tentang Pengadaan BarangjJa a em erintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 02 1 Nomor 
6 3) ; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
ten tang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusu nan Laporan 
Per anggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 

29. Pera turan Menteri Dalam Negeri Nom or 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Be rita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

30. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 
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31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Perhitungan, Pen ganggaran dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
ten ang Ta a Cara Penghitungan, Pengan ggaran dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib 
Admin istrasi Pengajuan Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Pen ggun aan Bantu an Keuanga Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah n 020 
Nomor 1777); 

32. Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikrnalaya Nomor 1 Ta un 
2016 ten tang Tata Cara Pembentukan Produk H kum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

33. Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikrnalaya Nomor 7 Tahun 
20 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangka t aerah 
Lem aran Daerah Kabupaten Tasikmalaya T h u 2016 
om r 7), sebagaimana elah d iubah beberapa k Ii terakhir 

den gan Peraturan Da erah Kabupaten Tasikmalaya N mor 3 
Tahun 2021 ten tan g Perubahan Kedu a as Pera turan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahu n 2016 
tentang Pembentuka n da Susu nan Perangkat Daerah 
(Lem baran Da ra Kabupaten Tasikmalaya ah 2021 
Nomor 3 ; 

34. Pera turan Daerah Ka bu paten Tasikrnalaya Nom or 4 Tahun 
20 19 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daera ( embaran 
Daerah Ka bupaten Tas ikrnalaya Tahu n 20 19 Nomor 4); 

35. Perat ran Daerah Ka bupaten Tasikrnalaya Nom or 10 Tahun 
202 1 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Ka bupaten Tasikmalaya Ta h un Anggaran 2022 (Lembaran 
Daerah Kahupaten Tasikrnalaya Tahu n 2022 Nomor 10); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

Menetapkan 

dan 

BUPATI TASIKMALAYA 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TE TANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 . 
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Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 berupa Laporan Keuangan memuat: 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
c . Laporan Operasional; 
d. Laporan Perubahan Ekuitas; 
e. Neraca; 
f. Laporan Arus Kas ; dan 
g. Catatan Ata s Laporan Keuangan. 

(2) Laporan Keuanga n seba gaimana dimaksu d pada aya t (1), dilampir i dengan 
Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan badan u sah milik 
d erah/ perusahaan daerah. 

Pasal 2 

Laporan Realisa si Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 1 ayat 1) huruf 
a sebagai b ·kut: 
a. Pend pa tan 
b. Belanja 

Surplu s / Defis . 
c. Pembiayaa : 

- Pe erim aan 
Pengeluaran 

Pembiayaan Net 

Rp 3.241.569.559.918,50 
Rp 3. 163.51 8 .750.156 ,00 (-) 

P 
Rp 

117.876.4 12.772,96 
0,00 (-) 

Rp 78 .050.80 .7 2,50 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 
Rp 117.876.41 2 .772,96 
Rp 19 5.927. 222 .535,46 

Pa sal 3 

Uraian Laporan Realisa s i n ggaran sebagaiman a dim aksu d dalam Pasal 2 , adalah 
sebagai berikut: 
a. Selisih anggaran d engan realisa si p enda patan sejumlah 

Rp32.29 .2 15.5 16 ,50 den gan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Pendapa ta n setelah Perubahan Rp 3.273.8 9.775.435,00 
b. Realisasi Rp 3 .24 1.569.559.918,50 

Selisih lebih (kurang) Rp 32.290.215.516,50 

b. Selisih anggaran den gan realisasi belanja sejumlah 
Rp216.638.564.258,00 dengan r incian seba gai berikut: 
a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp 3 .380.157.314.414,00 
b. Realisasi Rp 3.163.518.750.156,00 

Selisih lebih (kurang) Rp 216.638.564.258,00 

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah 
Rp(184.348 .348.741 ,50) dengan rincian sebagai berikut: 
a. Surplus/Defisit setelah perubahan Rp (106.297.538.979,00) 
b . Realisasi Rp 78.050.809.762,50) 

Selisih lebih (kurang) Rp (184.348.348.741,50) 
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d. Selisih anggaran dengan realisasi pener imaan pembiayaan sejumlah 
Rp(78.873.793 ,96) dengan rin cian se bagai berikut: 

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Rp 117.797.538.979 ,00 
perubahan 

b . Realisasi 
Selisih Ie bih (kurang) 

Rp 
Rp 

117.876.412.772,96 
(78.873.793,96) 

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 
Rpl1.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a . Anggaran pengelu aran pembiayaan setelah Rp 11.500.000.000,00 

perubah an 
b. Realisa si 

Selisih lebih (kurang) 
Rp 
Rp 

0,00 
11.500 .00 .000,00 

f. Selis·h anggaran dengan rea lisasi pembiayaan netto s ·u lah 
R (1 1.578.873.793,96) dengan r ·ncian sebagai berikut : 
a. A ggaran pembiayaan netto setela h perubahan Rp 106.297.538 .9 79 ,00 
b. R alis asi Rp 117.876.4 12.7 72,96 

Selisih lebih (kurang) Rp (11.578.873 .793,96) 

Pasa1 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksu dalam Pasal 1 
ayat (1) h ruf b er 3 Desember Tahu n 2021 sebagai berikut: 
a. Saldo An ggaran Lebih Awal Rp 11 7 .8 76.4 12 .772,96 
b. Penggun an SAL sebagai Penerimaan Rp 117.876.4 12 .772,96 

Pembiayaan Tabu n Berjalan 
Sub T tal 

c . Sisa Lebi jKurang Pem iayaan Anggaran 
(SILPA j SIKPA) 

Rp 0,00 
Rp 195.927.222 .535,46 

d. Koreksi Kesalaban Pem bukuan Tabun Sebelu mnya Rp 0,00 
Rp 195.9 27 .222.535,46 e. Saldo A ggaran Lebih Akhir 

Pa sal 5 

Neraca sebagaima na dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1 ) huruf c per 31 Desember 
Tahun 2021 sebaga· berikut: 
a. Jumlah Aset 
b . Jumlah Kewajiban 
c . Jumlab Ekuitas 

Pasal6 

Rp 4 .709.4 17.259 .624,69 
Rp 18.524.490.188,33 
Rp 4 .690.892.769.436,36 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 
31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut: 
a . Pendapatan 
b. Beban 
c. Kegiatan Non Operasional 
d . Pos Luar Biasa 
e. Surplus(Defisit - LO) 

Rp 2.808.538 .736.405,66 
Rp 3.025.247.351.99 1,77 (-) 
Rp 7 ,178.075,60 (-) 
Rp 24.959.051.343,00 (-) 
Rp (241.674.845.004,71) 
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Pasal 7 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk 
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut: 
a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2020 Rp 120.683.063.119,96 
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp 317.461.587.935,50 
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Rp (239.638.494.098,00) 

Keuangan 
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 
e. Arus Kas Bers ih dari Aktivitas Transitoris 
f. Saldo Akh ir Ka s 

Terdiri dari : 

1. Kas d i Kasda 

2 . K s di Bendahara Penerimaan 

3. Ka s di BLVD 

4. Ka di Bendahara FKTP 
5. as i Bendahara BOS 

6. Ka s Lainnya 

Pasa1 8 

Rp 0,00 
Rp 60.338.176,00 
Rp 198.566.495.133,46 

Rp 148.075 .072 .203,00 
Rp 1.56 .4 '- ,00 

Rp 47.050.193.354,46 
Rp 0,00 
Rp 738.0 4 .228,00 
Rp 2.70 .6 04 .895,00 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 
f per 31 Desem e Tahun 202 1 sebagai berikut: 
a. Ekuitas Awal Rp 

Rp 
Rp 
Rp 

5 .024 .727 .467 .552,03 
(241.674 .845 .004,71) 

(92.159.853 .110,96) 
4.6 90.892 .769 .436,36 

b. Surplusj Defisit-LO 
c. 
d. 

Koreksi ekuitas lainnya 
Ekuitas Akhir 

Pasa1 9 

Catatan at s laporan keu angan sebagaim ana d imaksud dalam Pa sal 1 ayat (1) 
huruf g Tah n Angga ran 2021, memuat informasi baik secara kua titatif maupun 
kualitatif ata pos-pos la poran keuangan. 

Pasall0 

Vraian lebih lanjut a a s Pertanggungjawa ban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud d alam Pasal 1, tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini, yang terdiri dari atas: 
a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran; 

Lampiran 1.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menu rut urusan 
pemerintahan daerah dan organisasi; 

Lampiran 1.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok 

Lampiran 1. 3 
dan jenis pendapatan, belanja, dan pemhiayaan; 
Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 
dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 



Larnpiran 1.4 

b. Lampiran II 
c. Lampiran III 
d. Larnpiran IV 
e. Lampiran V 
f. Lampiran VI 
g. Lampiran VII 
h. Larnpiran VI I 

1. Lampiran IX 

J. La rnpiran X 

k. Lampiran XI 

1. Lampiran XII 

rn. Lampira n XIII 
n. Larnp iran XIV 

o. Lampiran XV 
p. Larnp iran XVI 
q. Larnp ira n XVII 
r. Lampira n XVIII 
s. Lampiran XIX 

t. Larnpira n XX 

Lampira XX. 1 

Lampiran XX.2 
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Rekapitulasi realisasi belanja rnenurut urusan 
pernerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan 
sub kegiatan; 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
Laporan Operasional; 
Laporan Perubahan Ekuitas; 
Neraca; 
Laporan Arus Kas; 
Ca a an Atas Laporan Keuangan; 
Daftar Rekapitu asi Piu ang Daerah Tahun Anggaran 
202 1; 
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; 
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisih an Dana 
Bergulir Tahun Anggarcill 2021; 
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pernerintah Da erah 
Tahun Anggaran 2 0 2 1; 
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan 
Pengurangan Aset Teta Daerah Tahun Anggara 2 21; 
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Tahun Anggaran 202 1; 
Daftar Rekapitu lasi Kontruksi Dalam Pekerjaan Tahun 
Anggaran 2021 ; 
Daftar Rekapitu lasi Aset Lainnya Tahu n Anggaran 2021; 
Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2 21; 
Daftar Kewajiban Jangka Pendek Tahun Anggaran 2021; 
Daftar Kewajiban J angka Panjang Tahu n Anggaran 2021; 
Daftar sub kegia tan yang belurn d is lesaikan sampai 
akhir tahun anggaran 202 1 dan d ianggarkan kern bali 
dalarn tahun anggaran beriku tnya ; 
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan U a h a Milik 
Daerah/Perusahaa n D erah Tahun Anggaran 2 21; 
Ikhtisar Lapora n Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik 
Daerah/ Perusahaan Daerah Tahu n Anggaran 2021; 
Ikhtisar Laporan Keu angan (Laporan LabajRugi) Badan 
Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Tahun Anggaran 
2021. 

Pasal 11 

Ketentuan lebih lanjut rnengenai penjab aran pertanggungjawaban pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal12 

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



11 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 10 Sept embe:r 2022 

.. """' .. J>. ...... MALAY A, 

o 

..... Jl JL..,..I!OJlElL~ Z 

LEMBA N KABUPATEN TA IKMALAYA TAHUN 2022 N 

NOREG PE RAN DAERAH KABUPATE ASIKMALAY PROVI SI JAW A 

BARAT: (6/ 165/2 22). 
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